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ABSTRAK

Konsep Perizinan berusaha di bidang lingkungan hidup yang diatur dalam
Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)
menggunakan pendekatan berbasis izin yang diubah menjadi standar penerapan dan
berbasis resiko dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.
Batasan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup (AMDAL) hanya masyarakat yang diminta langsung dari setiap
rencana usaha atau kegiatan yang dimohonkan AMDAL. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui mekanisme penyusunan AMDAL dan eksistensi Wahana
Lingkungan Hidup Nusa Tenggara Barat (WALHI NTB) sebagai Pemerhati
Lingkungan Hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang
Cipta Kerja. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat
Normatif-Empiris yaitu penelitian hukum dengan melihat peraturan-undangan yang
ada dihubungkan dengan praktek nya di lapangan atau dengan fakta-fakta yang ada
terhadap permasalahan yang ditemui dalam penelitian ini. Adapun metode
pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-
undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Dengan teknik
pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan studi dokumen.
Mekanisme penyusunan AMDAL dalam Undang- Undang Cipta Kerja tidak jauh
berbeda dengan yang ada di Undang-undang PPLH. Eksistensi WALHI NTB
sebagai pemerhati lingkungan hidup dalam AMDAL tetap ada walaupun
keikutsertaannya dalam penyusunan AMDAL tidak dicantumkan secara eksplisit
disebutkan didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja
Pemerintah tidak boleh menghilangkan hak bagi masyarakat umum dan pemerhati
lingkungan untuk menjalankan kewajibannya menjaga kelestarian lingkungan dan
haknya untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.
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